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ABSTRAK

Penyelundupan bawang merah illegal yang terjadi pada tahun 2018 serta
pada tahun 2020 telah memperlihatkan adanya kejahatan penyelundup bawang di
Kabupaten Siak, hal ini dikarenakan Kabupaten Siak merupakan wilayah yang
mudah untuk menjadi_sasaran dimasuki oleh para_.penyelundup. Berdasarkan
kasus yang terjadi pada stahun 2018 sudah dilakukan penangkapan dan
pemusnahan_bawang merah illegal oleh Pihak Kepolisiaan namun tindakan itu
belum memberikan bentuk efek jera kepada pelaku lainnya sebagaimana yang
terjadi kembali pada tahun 2020 untuk menyelundupkan bawang merah illegal ke
wilayah Kabupaten Siak.

Masalah pokok-dalam penelitian ini adalah”Faktor Penyebab Terjadinya
Penyelundupan Bawang llegal Di Wilayah Hukum Polres Siak, Modus Operandi
Penyelundupan Bawang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak, dan Upaya Aparat
Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang llegal Di Wilayah
Hukum Polres Siak.

Metode. penelitian yaitu penelitian observasional research yaitu dengan
cara survey, dan sifat dari penelitian adalah ~bersifat deskriptif yaitu
menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan.

Hasil =~ penelitian diketahui = bahwa__‘faktor: penyebab terjadinya
penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya
jalan perbatasan yang belum terawasi secara maksimal oleh aparat penegak
hukum sehingga memudahkan.para pelaku untuk memasukkan bawang illegal,
kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya
birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan
kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Modus
operandi penyelundupan bawang ilegal adalah dengan cara memasukkan barang
hasil seludupan melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam
hari. Hal ini dilakukan oleh-para pelaku untuk menghindari adanya patroli aparat,
melakukan pemberitahuan pabean.secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) tidak sesuai dengan barang yang ada, dan Upaya Aparat Kepolisian Dalam
Menanggulangi Penyelundupan Bawang llegal adalah Upaya Preventif yaitu
memaksimalkan pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang illegal
yang merupakan tempat peluang utama penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus
dengan meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan
koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah
penyelundupan. Upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap kasus
penyelundupan bawang illegal.



ABSTRACT

Illegal shallot smuggling that occurred in 2018 and 2020 has shown the
existence of onion smuggling crimes in Siak Regency, this is because Siak
Regency is an area that is easy to become a target for smugglers to enter. Based
on the case that occurred.in 2018, the police had.arrested and destroyed illegal
shallots, but this-action has not provided -a deterrent effect to other perpetrators
as happened again in-2020 to smuggle illegal shallots into the Siak.Regency area.

The main problems in this study are the Factors Causing the Occurrence of
Illegal Onion-Smuggling in the Siak Police Legal Area, the Modus Operandi of
Illegal Onion‘Smuggling in the'Siak Police'Legal Area, and the Efforts of Police
Officials in Overcoming-Iegal Onion Smuggling in‘the Siak Police Legal Area.

The ‘research method is observational research, namely by means of a
survey, and the nature of the research is descriptive, namely describing and
writing down the facts studied in the field.

The results of the study found that the factors causing illegal onion
smuggling in the jurisdiction of the Siak Police were the number of border roads
that had not been monitored optimally by law enforcement officers making it
easier for the perpetrators to enter illegal onions, the weakness of facilities and
infrastructure and administrative weaknesses' in the form of complicated
bureaucracy so that it could provide opportunities for parties who carry out
export-import activities to commit irregularities and violations. The modus
operandi of illegal onion smuggling is to enter the smuggled goods through the
nearest port or _small port at night. This is done by the perpetrators to avoid
police patrols, Incorrect customs notifications-or Notification of Imported Goods
(PIB) that are not in accordance with.the ‘existing goods, and the efforts of the
Police in Combating Illegal Onion Smuggling are Preventive Efforts, namely
maximizing supervision of the main door or gate. The entry of illegal onions
which is the main epportunity for smuggling Is in the-Rat port by increasing
patrols, especially at night, coordinating and cooperating between officers and
between agencies related to smuggling issues. Repressive efforts are taking action
against cases of illegal onion smuggling
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

alam hayati

ebagai faktor

asional untuk

ketentraman kehidupan manusia.*

Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat (crime in society), dan
merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan
senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi

hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali

! Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, him. 47.
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kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (the

total concept of society).? Sejalan terhadap berkembangnya kehidupan yang

ada di masyarakat telah menyebabkan suatu perubahan pemikiran dari

penyelun

pembang

mengalam a : 4=p ar disebabkan adanya

pengaruh

bersaing dengan produksi dari Negara lain. Kemudian disebabkan juga masih
belum maksimalnya penegakan hukum dalam kejahatan penyelundupan dari
aparatur penegak hukum, dan masih rendahnya peran serta masyarakat dan
pemerintah untuk bekerja sama. Tindakan penyeludupan merupakan suatu

pelanggaran dari ketentuan ekspor-impor yang bertujuan untuk mendapatkan

2 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, him. 57.



keuntungan lebih sehingga oknum-oknum berani melakukan pelanggaran
tersebut. Jika pelanggaran ini tidak diupayakan untuk dihentikan maka bisa
mengakibatkan kerugian Negara yang berkelanjutan.

Indonesia  sebagal Suatu._negara yang sangat menjunjung tinggi akan
adanya supremasi hukum, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang sejalan
dengan tujuan hukum vyaitucuntuk: bisa smencapai keadilan, kepastian dan
kemanfaatan dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan penyelundupan
sehingga bisa terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Perwujudannya tidak
lain dengan melakukan suatu penegakan hukum untuk memberantas tindakan
kejahatan tersebut. Namun untuk melaksanakannya maka sangat dibutuhkan
suatu standar prosedur yang memiliki langkah yang aman terutama dalam
mewujudkan keamanan kenegaraan.

Riau sebagai salah_satu provinsi _diy Indonesia yang wilayahnya
berdekatan dengan wilayah Negara Malaysia dan. Singapura, sehingga
menjadikan daerah Riau sebagai wilayah yang dominan dilakukannya tindakan
penyelundupan. Sebagaimana yang terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di
Riau yaitu Kabupaten Siak yang mana adanya penyelundupan bawang merah.
Dimana penyelundupan ini dilakukan di daerah perairan terpencil yang masuk
ke daerah Kabupaten Siak. Pada dasarnya penyelundupan ini dikarenakan
adanya kemudahan memasukkan barang selundupan melalui jalur perairan
yang akan ditimbun pada pelabuhan tikus dan kurangnya tingkat keamanan
serta pengawasan dari aparat penegak hukum sehingga menyebabkan oknum-

oknum memiliki keberanian untuk melakukannya.



Penyelundupan bawang merah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk
pemasukan secara illegal atau tidak resmi oleh para importir selaku yang
memiliki bawang merah yang dilarang oleh pemerintah dikarenakan tidak
memiliki syarat ataupun dokumen resmi.dari negara asal. Sehingga untuk
mengatasi keadaan tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat suatu
peraturan yang bertujuan, =memberikan; ,perlindungan terhadap dengan
dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina
Hewan, Ikan dan tumbuhan. Berdasarkan adanya kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah ini maka diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak
melakukan  tindakan penyelundupan, menjual, mendistribusikan, dan/atau
membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara
untuk berupaya melindungi petani bawang merah, melindungi masyarakat dan
lingkungannya dari penyakit yang diakibatkan adanya importasi tumbuhan dan
produk turunannya serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan
mendongkrak penerimaan negara.

Tindak pidana penyelundupan bawang merah di Kabupaten Siak sudah
sering terjadi, dimana pada tahun 2018, Polres Siak mengamankan kendaraan
jenis truk kol disel di JI Pemda lintas Buatan-Siak di Koto Gasib. Truk tersebut
ditutupi terpal warna hijau Nopol BM 9484 LD, Setelah dilakukan
pemeriksaan tim di lokasi, ternyata truk tersebut berisikan bawang merah. Ada
250 karung berisikan bawang merah. Kasus tersebut, tidak memiliki dokumen
yang sah. Tersangka dikenakan Pasal 31 Jo Pasal 5, 6, 9 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1992 yang mana diancam dengan tiga tahun penjara.
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Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal
55 KUHP diancam dengan hukuman penjara 2 tahun.

Kemudian kasus penyelundupan bawang merah tersebut terjadi kembali

5 orang

pawa bawang

atau sekitar 16

auh. Perbuatan para pelaku dijerat dengan Pasal 33 Ayat 1 junto Pasal 86 huruf
a, b, ¢ UU RI No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, lkan dan
tumbuhan junto Pasal 480 KUHPidana junto Pasal 55 KuhPidana.

Berdasarkan kasus penangkapan terhadap penyelundupan bawang merah
illegal yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 250 karung dan tahun 2020

sebanyak sebanyak 1.875 karung telah memperlihatkan kejahatan penyelundup



bawang di Kabupaten Siak menjadi tempat yang mudah atau menjadi sasaran
untuk dimasuki oleh para penyelundup. Diketahui pada tahun 2018 telah
dilakukan penangkapan dan pemusnahan terhadap bawang merah illegal
namun tindakan itu tidak-.menjadi efek«jera bagi pelaku lainnya untuk
menyelundupkan bawang merah illegal ke wilayah Kabupaten Siak. Hal ini
dimungkinkan dikarenakan- pemberantasan, .penyelundupan sudah menjadi
permasalahan dikalangan para penegak hukum disebabkan pemilik dari barang
seludupan tidak pernah diketahui serta tidak bisa dilakukan penangkapan
secara langsung dikarenakan yang ditangkap dilapangan hanya kurir
pengangkut dan barang seludupan saja. Sehingga masalah ini menjadi salah
satu sasaranpokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa
instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan
impor dan ekspor barang:~Dimana diketahui Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea
Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau
keluar daerah pabean. Namun hal ini belum. berjalan dengan maksimal
dikarenakan belum adanya koordinasi diantara penegak hukum, padahal dalam
penegakan hukumnya bisa dilakukan secara terpadu diantara Penyidik Pegawal
Negeri Sipil dan pihak kepolisian.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang masalah “Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana

Penyelundupan Bawang lllegal Di Wilayah Hukum Polres Siak”.
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B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

Di Wilayah Hukum Polres Siak.
c. Untuk  Mengetahui  Upaya  Aparat Kepolisian  Dalam
Menanggulangi Penyelundupan Bawang llegal Di Wilayah Hukum

Polres Siak.
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan memiliki kegunaan

dengan tujuan bisa mendatangkan suatu manfaat, yaitu sebagai berikut:.

apat memberikan
hukum, untuk

penyelundupan

1. Teori Krimino Q.

Perspektif teo ‘ m'ﬁ." embahas masalah kejahatan
pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi
dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak di pergunakan
dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat 3
titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:
pertama yang disebut titik pandang secara makro atau macrotheories, kedua

yang disebut microtheories, dan yang ketiga disebut bridging theories.
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Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan

dipandang dari segi struktur social dan dampaknya. Teori-teori ini

menitikberatkan rates of crime atau epidemiologi kejahatan daripada atas

dalam ilmu pengetahuan sosial, oleh karena setiap sarjana mempunyai
pendapat masing-masing. Namun menurut E.N.S.I.E (Erste Nederlandse

Systematisch Ingerichte Ensyclopedie) hal itu merupakan keharusan apabila

¥ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2007,
him. 71-72.
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kita ingin membahas suatu permasalahan sebab dengan pemberian definisi

kita akan memperoleh sepintas gambaran akan masalah itu.*

Dalam Kriminologi memang belum ada suatu defenisi yang sama

menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak
senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan

yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi

* B.Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, him. 32.
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ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang

mencangkup :°

1) Antropologi Kriminal

i suatu gejala
idang ilmu ini

cjahatan  dalam

3)

4)

5) Penologi

lalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

® Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
him. 9
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Teori Kriminologi dibagi atas beberapa bagian, diantaranya:
a. Teori Kriminal yang memiliki pusat kepada keanehan dan

keabnormalan pelaku atau berhubungan dengan tipe fisik

9

)

&
A
5 .
o
g

mukannya maka Dbisa terlihat dari mata yang memiliki
kegelisahan, seorang perempuan yang menggunakan kumis

dan bisa saja pada seorang laki-laki tidak memiliki kumis.

¢ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi,Pustaka Yustistia, Yogyakarta, 2012, him. 47.
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2) Frenologi Theory
Dapat dikatakan bahwasanya teori dilandaskan kepada otak

yang dijadikan sebagai alat berpikir untuk melakukan sesuatu.

&

r
A
¢

.,.‘\\\\\\ A Y )

oleh suatu lingkungan dari sekumpulan orang yang memiliki
alat pemikiran yang berkualitas rendah.
b. Teori memiliki pusat terhadap pengaruh kelompok ataupun

kebudayaan. Dimana hal ini bisa diketahui dari beberapa hal:

13
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1) Keadaan perekonomian yang berhubungan terhadap kriminalitas.

Dimana Kejahatan dalam teori ini bisa dilakukan pengukuran

dengan jalan statistik.

Teori ini merupakan teori anomie yang dinyatakan oleh Emile
Durkheim. Durkheim memiliki keyakinan dimana suatu
kehidupan masyarakat yang sederhana pasti akan mengalami
perkembangan kepada arah yang lebih modern, sehingga
pendekatan yang diperlukan demi kelanjutan satu kumpulan

aturan yang ada bisa mengali pengaruh yaitu makin mundur,

14
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yang mana kelompok akan berpisah hingga tidak adanya
kumpulan dari suatu aturan yang berlaku, kegiatan yang

dilakukan tidak bisa dipikirkan atau ditetapkan secara tahapan

‘*‘

penyimpangan

kategori yakni

NNRRRRRRNNNNY

N\
“‘

Teori ini ditegaskan bahwasanya suatu kelompok yang
berbeda dalam pembelajaran conduct norm serta
bahwasanya banyak conduct norm dari suatu kelompok
mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas

menengah.

15
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c) Differential Association Theory
Teori bisa ditegaskan bahwasanya seseorang belajar

melakukan suatu kejahatan merupakan adanya suatu

g ilai serta tingkah laku
IS .G@ R
-

4) Tindakan yang sudah dilaksanakan seseorang tidak
dianggap sebagai penyimpangan oleh pihak penegak

hukum.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan
Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju

oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan

16
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perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat
adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya

menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu

perseoran ipta kesei asian.’
i nal dengan
ist T ,’W]ﬁmw up luas, G.
S 2)
Peter Ho Is usl“ licy” sebagai
berik

Influenci of im. tio'n without
soci rime t ment
n n i
?mZS : i E ANiBP- V
Da Ta 3 Hoefnagels upaya
penanggulang h
a. Penerapan i aw application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on

crime and punishment/mass media).®

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana.Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 13
8 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP
Baru), Kwncana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him. 39
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Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis
besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat

jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P

Q@"

dilakukan seara preve

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut
A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan
preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik

penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkang segi biaya

18
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tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau

mencapai tujuan.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang

penegakan hukum “law enforcement policy ”. Dimana untuk mewujudkan
politik criminal ini adalah bagian dari yang terumuskan dalam suatu
kebijakan legislatif “legislative policy”. Sehingga bisa dikatakan diantara
politik kriminal dan penegakan hukum yang ada merupakan bagian dari

integrasi untuk menguapayakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.’

% Ibid., him. 2.
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Dikenal dengan istilah “enforcement ”. Menurut Black law dictionary
diartikan “the act of putting something such as a law into effect, the

execution of a law”. Sedangkan “penegak hukum (law enforcement

jgarapan, baik
adi (onrecht in

akan terjadi

EREA Y

ngkaian proses

ada nilai moral.

A UL

ntuk menciptakan kedamaian
diperlukan  penegakan  hukum  berdasarkan nilai dan kaidah

keteraturan. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata

% Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta,
1998, him. 912.

1 sajipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta,
2012, him. 7.
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sebagai regulasi.'” Penegakkan harus dijalankan dalam penegakkan houkum
karena penegakan hukum juga meliputi pemeliharaan perdamaian.

Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana
menjadi 3 bagian, Yyaitu :

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
(substantive law of-crime).-Penegakan hukum pidana secara total ini
tidak mungkinditakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-
aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan;  penyitaan dan
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum
pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya
dibutuhkan aduan terlebin dahulu sebagai syarat penuntutan pada
delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini
disebut sebagai area of no enforcement;

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum-ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal;

3. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab
adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-
alat /" investigasi, - dana | dan>, 'Sebagainya, ..yang kesemuanya
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah
yang disebut dengan actual enforcement ”.**

Usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional juga
merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan.
Dimana dalam pelaksanaannya menggunakan instrumen hukum pidana yang
digunakan untuk diterima oleh setiap pelaku. Instrument tersebut dapat

dipergunakan untuk melaksanakan penanggunalangannya. Selanjutnya

ditegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him. 5.
3 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, him. 40.
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untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini.**
Sehubungan dengan hal itu bahwa keterkaitan penegakan hukum dengan
norma-norma yang ada memiliki suatu tujuan demi mencapai kesejahteraan
masyarakat.sehingga pelaku_kekuasaan.wajib menerapkan dengan sebaik-
baiknya.

Penegakan hukum, (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada
acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen
strukturyang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa
diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-
Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum vyang bersih yang
berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu penegakan hukum akan
berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan
Perundang-Undangan ryang ada diimbangi 1oleh aparatur penegak hukum
yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Menurut Muladi, penegakan hukum itu proses yang bersifat sistemik
dalam penerapannya. Pandangannya “Penerapan hukum haruslah dipandang
dari 3 dimensi, yaitu :

1. Sebagai sistem normatif dimana penerapan keseluruhan aturan hukum
yang menggambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara aparatur
penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan .

3. Sistem sosial mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan
dari perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
Sehubungan dengan dimensi di atas dapat dikatakan sebenarnya hasil

penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil
interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial”.*®

' Barda Nawawi Arief, Op.,Cit., him. 36.
' Ibid., him. 41.
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Soerjono Soekanto, menyatakan, setiap melakukan pnegakan hukum
pastinya dipengaruhi oleh sesuatu faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti_netral, sehingga dampak positifdan negatifnya terletak pada

yang bersifat
iU prosedur yang
kebijakan atau
um merupakan

atau tindakan itu

pola perilaku nyata ya an untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor aparat penegak hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi
kualitas petugas yang kurang baik, ada masalah,. Oleh karena itu,
salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
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3. Faktor sarana dan fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencangkup perangkat

lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

pu dan belum

arus diemban oleh

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sudah tidak asing lagi untuk dibicarakan.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan

manusia dan masyarakat. Kebudayaan berguna untuk mengatur
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manusia agar mengerti seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

ketertiban,

< memberikan

ptakan tatanan
penyimpangan
at dilaksanakan

sesuai dengan

dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami kaedah
yang ada. Begitu pula terhadap putusan yang diputuskan oleh hakim bisa
memberikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan

aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.
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Praktek yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum masih
dijumpai melalui putusan hakim. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri,

didalam terapannya selalu memperlihatkan ketidaksesuaian fakta dengan

\ 3 el
:

njukkan pada

ukum. Untuk

SR ALRAEA

‘E"‘s‘
(e
>
&
>
3
D
2
2
=1

keamanan

antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan
lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan,

merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

26



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

E. Konsep Operasional
Untuk memberi arah dan memudahkan memahami maksud dari judul

atau ruang lingkup.dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberi

s

A\ g

Y

WAL

pidana, sanksi bersifat perdata, e anksi yang bersifat administrasi. '
Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara
ilegal dan tersembunyi. Penyelundupan dalam penelitian ini berhubungan

dengan penyelundupan bawang merah.

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, him. 951.
7 salim , Dasar-Dasar Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2008, him. 147.
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Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang
berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut, dengan daun berbentuk silinder

berongga. Umbi terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk

membentuk umbi

daun yang

ni melanggar

pihak yang

g merupakan

kepada penelitian observasional research yaitu dengan cara survey,
artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat
penelitian. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif
yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan
tentang tinjauan kriminologis penanggulangan tindak pidana

penyelundupan bawang illegal di wilayah hukum Polres Siak.
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2. Objek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah tentang penyelundupan bawang

illegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

Berikut penulis papa

1. Kasat Reskrim Polres Siak Sebanyak 1 orang
2. Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak Sebanyak 2 orang

3. Tersangka sebanyak 5 orang.

18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 44.
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Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang
menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

5. Data dan Sumber Data

Berikut  penulis paparkan mengenai data-data  yang
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

responden dengan menggunakan alat pengumpul data

mengenai:
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a. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang
llegal Di Wilayah Hukum Polres Siak.

b. Modus Operandi Penyelundupan Bawang llegal Di

)
)

S
r
&
’
ri
5
’
.
‘
¢

P

. Alat Pengumpulan De

Penelitian ini dibantu dengan alat dalam pengumpulan datanya
yaitu antara lain dimana penulis mempergunakan wawancara yang
merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam pengumpulan jawaban
dari seseorang yang telah dipilih sebagai salah satu responden yang

dilakukan secara langsung.
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7. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan prosesnya

selanjutnya diolah dimana yang berasal dari wawancara akan penulis
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

3 : ‘ ‘ gadilan pidana
sebagai pe oh karena keje ‘& nnya.'® Sutherland

' i : g alah z yang dilarang
oleh negara

perbuat

Penyelidikan ini berguna untuk mengetahui cara timbulnya suatu kejahatan.
Dimana penyelidikannya untuk mengetahui siapa yang melakukannya,

bagaimana cara melakukan. Jika melihat dari ketentuan hukum mengenai

1% Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., him. 13.
2 Ibid., him. 14.
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pernasalahan atau perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik
perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.*

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan
adalah suatu perbuatan yang.oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi
pidana, suatu uraiannya yang belum memberikan ataupun menjelaskan secara
terperinci secara umum. Jika melihat dan diketahui secara luas maka kejahatan
adalah ' sebagai bentuk ruang lingkup tindakan-tindakan yang berlawanan
dengan nilai-nilai dan kaedah yang ada. Tetapi memang untuk merumuskan
kejahatan itu sendiri sangatlah sulit dikarenakan memang banyak pelanggaran-
pelanggaran terahdap nilai dan kaedah yang juga tidak dapat dikatakan
sesungguhnya merupakan kejahatan, tetapi kejahatan yang sesungguhnya ialah
suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang jahat dilakukan oleh seseorang.?

Menurut = Mardjone , Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan
kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas
menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).
Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini-masih dalam tarap mencari
melalui penelitian dan penyusunan teori.

Didalam kepustakaan kriminologi terhadap beberapa faktor yang amat
sering dihubungkan dengan kejahatan faktor ini perlu diperiksa dengan hati-
hati, karena faktor-faktor ini belum sepenuhnya terbukti mempunyai sebab
akibat dengan kejahatan dan lagi pula sebagaimana dikatakan di atas yang

diterima sebagai dalam atas kemungkinan untuk dicari oleh kriminologi hanya

Z W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995, him.19
Ibid.
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faktor-faktor yang necessary but not sufficient sebagai sebab kejahatan (yaitu
faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan

bersama-sama dengan faktor lain. Faktor-faktor yang penting untuk

berbagai teori, yaitu sebagai berikut:
1) Teori Biologi

Teori biologi melihat sebab-sebab kejahatan dalam karateristik

fisik penjahat. Menurut Elmer sebagaimana dikutip Robert D. Pursey,

aliran kriminologi modern dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu

23 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Jakarta, 2011, him. 117-118.
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ada ilmuwan yang berusaha untuk menentukan karakteristik seorang
penjahat, yaitu Lombroso. Menurut Lombroso bahwa Kkarakteristik

fisik khusus sering terdapat di antara penjahat, menurutnya kaliber

ebagai contoh dahi

e

dari bentuk

2)

Alfred Adler, Augu

Selain itu bisa diketahui juga yang menjadi factor-faktor yang
menyebabkan timbulnya suatu kejahatan yakni psikologis. Dimana
seseorang melakukan kejahtan bisa dipengaruhi oleh psikologis.

Dalam artian yang mendorong seseorang melakukan kejahatan

2 1bid., him. 119
2 |bid., him. 119
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dikarenakan adanya dorongan kepribadian. Denagn demikian bisa
dinyatakan kejahatan dilakukan karena adanya kecenderungan

seseorang untuk melakukan kejahatan yang diakibatkan oleh adanya

ang ada pda diri

st ., @

timbulnya suatu kejahatan. Ekonomi yang tidak stabil dalam
menjalankan kehidupan bisa menjadi kejahatan terjadi. Fakror eknomi
disebakan oleh tidak adanya pekerjaan yang disebabkan tidak adanya
pendidikan yang layak untuk mendapatkannya sehingga hal ini snagat

mempermudah seseorang tampa berpikir panjang melakukan suatu

%8 |ndah Sri Utami, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, him. 48
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kejahatan demi kelanjutan kehidupan sehari-hari. Jika melihat kondisi
perekonomian masyarakan Indonesia, maka masih bisa dilihat masih

banyak masyarakat yang tergolong kepada ekonomi yang rendah atau

hubungannya denga

4) Teori Ekonomi
Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada
gagasan dari konsep manusia berakal dan factor lain yang berkaitan

dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi,

2" 1bid, him. 72-73
28 |bid., him. 119
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karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha
mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan

sebuah pilihan rasional dan di antara alternative akan memuaskan

Para penganut teori endamaikan (reconcile) perbedaan

disiplin dengan tujuan membangun teori integrasi memahami
kejahatan. Perintis pendekatan ini adalah Adolple Prins, Frans Von
Liszt, menurut meeka menggabungkan gagasan dari pilihan sebab-
sebab dan melakukan upaya merasionalisasikan ketiaksesuaian di

antara tiga kelompok besar menjadi teori faktor tunggal. Kelompok ini

29 |bid., him. 120
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mengakui banyaknya faktor yang menimbulkan kejahatan dan
menggabungkannya.*
Kejahatan secara hukum merupakan suatu tindakan yang menyimpangi

norma-norma. Jika

ak atau sangat

a sesuatu yang
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S
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ng memiliki
kesengaja Dimana dengan
tindakan an melakukan

putusan haki

disertai sanksi

ciri yakni antara lain:
1. Suatu Tingkah laku yang terjadi dikarenakan adanya kesengajaan,
dalam artian orang tidak bisa menerima hukuman dikarenakan suatu

pikiran, namun haruslah ada perbuatanyang disengaja atau lalai

dilakukan untuk berbuat niat jahat.

% Ibid., him. 120
%1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang,
2011,him. 196
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2. Adanya tindakan melanggar ketentuan hukum pidana.

3. Dilaksanakan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang

diakui secara hukum.

suatu perbuata an  jumla ang yang. di a perbuatan yang

melanggar

jawab dilakukan dan harus direaksikan sesuai dengan tujuan yang diarahkan
terhadap pelaku dan korban, serta masyarakat. Penanggulangan kejahatan bisa
dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan ataupun setelah kejahatan. Berikut
bisa diketahui bentuk penaggulangan kejahatan yang dapat dilaksanakan yakni

antara lain:

32 M. Ali Zidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 11-12.
%% Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, him.
78-79
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1. Pre-emtif, adalah upaya permulaan yang dilaksanakan oleh pihak

penegak hukum dalam melakukan pencegahan timbulnya kejahatan.

Dimana penanggulangan kejahatan dalam cara ini ditempuh dengan

dijadikan langkah perbaikan kembali diri pelaku akan perbuatannya.®

Jika dipahami kembali maka suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan
masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya faktor perekonomian, lingkungan
bergaulnya seseorang, dan adanya kesempatan. pengaruh yang dihasilkan dari

faktor timbulnya kejahatan merupakan akibat yang tidak baik disebabkan

¥ M. Ali zidan, Op.cit, him. 109
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kebanyakan orang melakukan kejahatan yang sudah terjadi yang dialkukan
oleh pelaku hanya dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam menjalani

kehidupan, padahal permasalahan tersebut bisa diantisipasi apabila setiap

bukan hanya i egia ¢ " '_ 13 nelitian, tetapi juga
penting kK pendidi ‘ , pakan alat yang
berguna . 3 ahami anjelaskan dunia di

sekitar.

dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro
mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang

dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku
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tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan
kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (significant others).*®

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum

diharap

kritis da
hukum

peradilan

dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.*” Dengan
demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan

dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan

® Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam
Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jurnal Hukum Unnes, Volume. 13 No. 1 Juni
2018, him. 10.

*® Ibid, him. 19.

" yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi
Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him . 39
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negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau

karena barang barang terlarang.

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. la

tidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang

menimbulkan kerugian bagi negara.*

%8 Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Yustisia, Yogyakarta, 2003, him.24
21 Ibid

% Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana PenyelundupanTerhadap Pembangunan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2002, him. 5.
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Pengertian penyelundupan jika dilihat terjemahannya maka menurut
susunan katanya maka bisa dikatakan yaitu:

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa Inggris:
smuggle, bahasa Belanda: smokkel) ialahwmengimpor, mengekspor,
mengantar pulaukan._barang _dengan tidak smemenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas
pabean (duoaneformaliteiten) yang diterapkan oleh. peraturan
perundang-undangan. Duoaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean
yang harus dipenuhi!dalam?hal ,memasukkan (mengimpor) atau
mengeluarkan, .~ (mengekspor)  barangr , termasuk = perdagangan
(pengangkutan).interinsuler”.*

Selain itu penyelundupan dapat diartikan sebagaimana yang diterangkan
pada Keppres Nomor 73 Tahun 1997 yang menyatakan: “Tindak pidana
penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran
barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri-(ekspor) atau pemasukan barang
atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”. Penyelundupan adalah
perbuatan membawa barang atau: orang secara ilegal dan.tersembunyi dengan
tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut bisa
diketahui ada beberapa macam penyelundupan, antara lain:

a. Penyelundupan administratif

Maksud dari penyelundupan administrasi ini sebagaimana yang telah
dinyatakan pada Ordonansi Bea yaitu Pasal 25 ayat (Il) ¢ yang

menyatakan bahwa: “Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan

sengaja atau bersalah karena kelalaian:

0 Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan),
Yogyakarta, 2004, him.24
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1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan
pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat
berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang
ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot
atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu
yang.ditetapkan tidak menyerahkanbukti pengangkutan barang-
barang ke luar. daerah pabean atau penimbunannya yang sah
dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud
terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa
pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka
waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.

2. Merintangi, mempersulit atau tidak-memungkinkan pemeriksaan
atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para

pegawai.
3. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-
barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor,

penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar
daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu
pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas
dengan barang-barang lain”.
b. Penyelundupan fisik
Merupakan suatu tindakan menyelundupkan secara fisik atau secara
murni suatu barang baik dalam memasukkan ataupun mengeluarkan
dari daerah pabean Indonesia yang sama sekali tidak mendapatkan
perlindungan dokumen, baik dari pelabuhan ataupuntempat lainnya
yang ada di luar pelabuhan. Bentuk penyelundupan ini memiliki ciri
yaitu dimana bisa diketahui dari fisik kepemilikan suatu dokumen
yang menjadi alat perlindungan dari barang yang akan masuk atau
keluar dari daerah pabean. Penyelundupan ini bertujuan demi
menghindari kewajiban pembayaran pajak yang akan dipungut kepada

pemilik barang. Dimana tindakan menyelundupkan memiliki

perincian yaitu:
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1) Barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan tidak memiliki
kelengkapan surat menyurat diwaktu keberangkatan.

2) Saran yang digunakan dalam pengakutan barang tidak memasuki

elaporan ke s Bea dan Cukai.

S g

J 1, surat atau

. Perbuatan yang dilakuakn dengan pemberitahuan palsu atas keadaan

barang untuk masuk dan keluarnya dari pabean.

. Perbuatan untuk melakukan pembongkaran ataupun pemuatan suatu

barang tertentu yang berasal dari luar negeri ataupun barang yang
akan diangkut ke luar negeri yang tidak mempunyai dokumen untuk

melindunginya.
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Namun selain bentuk penyeludnupan yang sudah dipaparkan diatas,
maka ada jenis lainnya mengenai tindakan penyelundupan vyaitu
penyelundupan Legal dan llegal. Penyelundupan legal merupakan tindakan
memasukkan sesuatu barang.dari Negara atau daerah lain ke daerah Indonesia
ataupun tindakan pengeluaran sesuatu barang dari dalam negeri ke luar negeri
berdasarkan mekanisme sudah-ditetapkan atau.dijalankan sesuai dengan adanya
dokumen yang bisa" dilindungi namun barang yang akan dimasukkan atau
dikeluarkan tidak sesuai dengan berita acara yang ada di dokumen. Kemudian
penyelundupan llegal merupakan suatu tindakan untuk memasukkan ataupun
mengeluarkan sesuatu barang-barang tertentu yang sama sekali tidak memiliki
dokumen pelengkap. Jadi dari dua jenis penyelundupan tersebut maka yang
sering terjadi pada seat sekarang yaitu penyelundupan secara legal. Dimana
penyelundupan ini lebih-dikenal dengan penyelundupan-secara administrasi.
Kemudian = penyelundupan llegal lazimnya dikenal. dengan tidnakan
menyelundupkan barang secara fisik.

Apabila melihat kandungan ketentuan yang ada pada aturan kepabeanan
yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun.2006maka secara khusus tidak ada
yang menjelaskan mengenai pengertian dari penyelundupan itu sendiri. Tetapi
dalam aturan tersebut ada menjelaskan sebagian unusr yang melingkupi dari
tindakan penyelundupan, yaitu antara lain dalam ketentuan Pasal 102, yakni:

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain
tanpa izin kepala kantor pabean;
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Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat

3);

. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan
dan/ataudiizinkan;

Menyembunyikan.barang impor-secara melawan hukum;
Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan
berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa
persetujuan pejabat|bea /dan s cukal yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau

tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean
tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar
kemampuannya; atau

. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang

impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena
melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit-Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta-rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).”

Kemudian pada ketentuan’ Pasal 102A yang menjelaskan bahwasanya

yang disebut dengan penyelundupan yaitu:

Setiap orang yang:

a.
b.

Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang
ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala
kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin

kepala kantor pabean; atau

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dukumen yang
sah sesuai dengan pemberitahuan pabeansebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan
penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
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puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).”*
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Pemekaran dari Polres Be yang saat itu bangunannya masih
menumpang di bangunan Polsek Siak. Pada tahun 2004 Pemkab Siak
meminjam pakaikan tanah seluas 10 Ha yang beralamat di JI. Lintas
Perawang-Siak Km. 70 Dayun dan kemudian Pemkab Siak melakukan

pembangunan fisik bangunan Mapolres Siak berikut dengan 1 (satu)

*1 Azmi Syahputra, Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Tindak Pldana Penyelundupan, Jurnal
lImu Hukum, VVolume 3 NO. 1, Medan, 2011, him. 8
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bangunan Mes Dalmas beserta 4 (empat) bangunan Rumah Dinas.
Pembangunan Mapolres Siak selesai pada tahun 2007 dan pada tahun 2008

Polres Siak yang tadinya bertampat di bangunan Polsek Siak berpindah

b) Membangun dan gkan sarana prasana yang berbasis
teknologi dan informasi dalam rangka mendukung sebaran
pelayanan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat

c) Pemenuhan anggaran dalam rangka mendukung operasional
Tupoksi Polri dan pemeliharaan sarana dan prasarana Polri.

d) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan

informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat
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e) Memantapkan deteksi dini dan deteksi aksi dalam antisipasi setiap
potensi gangguan dan gejolak sosial masyarakat.

f) Memantapkan strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta
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3. Program dan Keg
a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Polri.

1) Tujuan dan sasaran.
Tujuan adalah menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri
secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan intenal,

dan pembayaran gaji dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan

terintegrasi antara Polres dan Polsek.
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2) Kegiatan :

a) Pelayanan Kesehatan Polri

b) Pelayanan administrasi Keuangan Polri

Tujuan adalah Polri  yang profesional.
Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri
Khususnya perubahan kultur.

2) Kegiatan :
a) Pertanggungjawaban Pofesi
b) Penyelengaraan Pengamanan Internal Polri

c) Penegakan tata Tertib dan Dislin Polri

54



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

d) Penyelengaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

d. Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban.

trategi, untuk

e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
1) Tujuan dan sasaran.
Tujuan adalah mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas
masyarakat agar terdorong bekerjasama dengan Kepolisian secara

proaktif dan siling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian
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dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community

Policing).

2) Kegiatan :

c¢) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital.
d) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan Masyarakat di
Bidang Lantas

e) Penyelenggaraan kepolisian perairan
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g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bawang llegal Di Wilayah
Hukum Polres Siak
Tindak pidana penyelundupan-yang terjadi di Indonesia bisa dikarenakan
adanya beberapa faktor-faktor yang mendukung untuk dilakukannya yaitu
salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis. Dikarenakan melihat kondisi
geografis Negara Indonesia yang terdiri dari banyaknya daerah perairan yang
ditandai dengan adanya ribuan pulau, serta Indonesia juga terletak pada daerah
yang memang memiliki garis pantai yang begitu luas sehingga memberikan
rangsangan kepada negara-negara maju untuk melakukan pemasukkan barang
ke wilayah' Negara Indonesia untuk mendapatkan keuntungan, dimana

dilakukan secara illegal.*?

Untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi tersebut
maka sangat dibutuhkan suatu instrument hukum pidana yang bisa digunakan
untuk mengantisipasi berkembanganya tindak pidana penyelundupan ini.
Pengaktualisasian kebijakan hukum.pidana, merupakan salah satu faktor
penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak
kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk
menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka

tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat

dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang

2 Rufinus Hotmaulana Hutauruk dan Dedi Susanto, Efektifitas Undang-Undang Kepabeanan
Terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako Di Kota Batam, Journal Of Law And Policy
Transformation, Volume 4, Number 1, June 2019, him. 181
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mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif
penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari

kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada

linya sebuah

E [
o ﬂ eorang untuk
ari_d : i si pelaku itu

Munculnya suatu kejahatan yang paling utama tidak lain dikarenakan
kebutuhan hidup yang mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan jahat.
Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan begitu
saja tanpa adanya suatu usaha. Namun untuk memenuhi kebuthan tersebut

sangatlah sulit. Tetapi selain itu yang menjadi pemicu dilakukannya kejahatan

3 http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html, diakses
pada tanggal 18 Agustus 2021
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tidak lain dikarenakan ketidakpuasan terhadap suatu keinginan yang lebih
sehingga sgelintir orangg untuk memperolehnya melakukan suatu pelanggaran
atau tindakan penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga orang
berani untuk berbuat" jahat..dengan tujuan  untuk. memenuhi keinginannya
tersebut, salah satunya dengan cara melakukan tindakan penyelundupan.
Begitu juga harta benda.dapat ‘menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya
seperti halnya penyelundupan.

Penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sudah sangat
menajdi masalah yang besar dikarenakan tidak ada orang yang tidak
mengetahui permasalahan mengenai penyelundupan ini. Dengan kata lain
penyelundupan ini sudah memasuki kehidupan masyarakat dikarenakan
memang kegiatan penyelundupan sudah sering terjadi. Begitu pula hal yang
menjadi sebab/faktor-fakter munculnya tindakan penyelundupan impor bawang
merah di wilayah pabean, penyelundupan itu salah satunya dipicu oleh faktor
kebutuhan ekonomi yang mendesak.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang
diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa penyebab atau
latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum
Polres Siak adalah

Adanya perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat

perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga

barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas

oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan
administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan

* M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 1-2.
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peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk
melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran.
Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelangaran tersebut adalah
tindak pidana penyelundupan.*

Selanjutnya wawancara.penulis__dengan Randa. Soka dan Danny
Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan
bahwa penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal

di wilayah hukum Polres Siak adalah adalah

Di daerah Siak masih banyak jalan-jalan perbatasan yang belum terawasi
secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga memudahkan para
pelaku ~untuk memasukkan bawang illegal ini, serta para pelaku
melakukan penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak bea dan
cukai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar
serta tidak adanya koordinasi diantara pihak kepolisian dan pihak bea dan
cukal untuk melakukan . penegakan.-hukum. Kemudian kurangnya
kesadaran dari masyarakat yang mengetahui keberadaan penyelundupan
bawang namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.“®

Kemudian Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku
tersangka kasus ~bawang illegal menyatakan bahwa alasan melakukan

penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah adalah

Alasannya dikarenakanbanyaknya permintaan masyarakat terhadap
bawang merah import yang disebabkan memang harganya terjangkau,
dengan kejadian tersebut untuk menghindari adanya pembayaran bea dan
cukai, disebabkan apabila mengikuti prosedur pemasukan barang maka
akan menambah biaya operasionalnya sehingga bawang tersebut tidak
bisa dijual dengan harga yang rendah dari pasaran, dengan kata lain akan
mengurangi keuntungan penjualan. Sedangkan bawang yang dimasukkan

> Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku
Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021.

* Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat
Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021.
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secara ilegal lebih mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan
tidak melakukan pembayaran bea masuk bawang tersebut.*’

Kemudian Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku

rah  tersebut
gga membuat
t, tersangka

dengan teman

dibawa ke Pekanbaru.*

" Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
8 Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
9 Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
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Kemudian Wawancara penulis dengan Bambang Hermanto Selaku
tersangka kasus bawang illegal menyatakan bahwa alasan melakukan

penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah adalah

dilengkapi
ndakan dari

tersangka  k av illega jate alasan melakukan

penyelun

para pelaku untuk menyel e daerah Siak, disebabkan memang
wilayah tersebut memiliki jalan-jalan perbatasan yang tidak bisa dipantau
secara signifikan oleh aparat penegak hukum. Para pelaku melakukan tindakan

penyelundupan untuk menghilangkan biaya pembayaran bea masuk dengan

tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, padahal tindakan tersebut

%0 Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
51 Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
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merugikan negara, dikarenakan hilangnya pendapatan yang akan diterima oleh
negara.

Tindakan penyelundupan merupakan suatu kejahatan yang sangat

merugikan. Di 3 S N0 etentuan yang telah

selalu

MELE

serius

=,
c
@
=
(28
@
=t
D
c

perbuata ana yang telah

melaku ebagai kejahatan.

L R 5 )

Dengan engaja atau suatu

\ =)

bentuk kesemuanya

merupaka yang dilakukan

bidang hukum pidana. Ada juga pembagia n hukum pidana atas hukum pidana
umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku
untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau
orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia

cukup banyak.
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Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan
menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya,
dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang
melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan Suatu perbuatan sesuali
dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan,
yang menjadi masalah adalah|perbuatan jmelawan hukum. Perhatian dalam
penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, dan
terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya
tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk
disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau
pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu
sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau
kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-
faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara
sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul
secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak
pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan
sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan
pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas

semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.
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Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tujuan dari hukum pidana ialah
untuk memenuhi rasa keadilan kemudian ditambahkan oleh para sarjana

hukum, tujuan hukum pidana adalah:>?

ora ampai melakukan
S Vanpann® '@%
v :3

preventie)

yang sudah

menjadi baik

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

52 W. Prodjodikoro, Op.,Cit, HIm. 27.
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Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat
dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan

batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh

Criminology
an dan saling

cuali apabila

memuat
1.
2. harus
3 u perbuatan yang

. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu
hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan

6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang
undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan

sendiri

5% Zulkarnain S, Teori-Teori Hukum Pidana & kriminologi, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016, him.
95
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7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang
Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan

adanya penyelundupan di Indonesia adalah

Vi ari beribu-ribu pulau
‘m““‘ .ka arik untuk
ini o ?ﬂ afis Propinsi

'.

) dengan negara

hasil produksi

Penyelundupan sebagai perbuatan yang dilarang dihdonesia mempunyai
banyak pengaruh yang merugikan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi
negara Indonesia karena dimata negara lain Indonesia dianggap tidak mampu
menjaga keamanan dalam bidang ekonomi dan batas wilayah. Perbuatan
penyelundupan mempunyai pengaruh yang sangat banyak bagi negara.

Menurut Moch. Anwar pengaruh penyelundupan ada dua:
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1. Bagi pendapatan negara Penyelundupan pada umumnya, khususnya
penyelundupan administratif —mengakibatkan kerugian dalam

penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan- pungutan lain.

engakibatkan
dalam negeri.
nerugikan negara

dari bea masuk

7
A
v
|7
:

’- |
/
EPi

pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu,
orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta
kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa
pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan

demi pelaksanaan pembangunan.>*

> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2000, him. 1
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Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

rjadi
-~

Iru

e

|

a sosi
[ 4
w\
.
[ 4

WS AE R,

o 2, 2
‘*
Sk

menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan

perkembangan tindak pidana.

*® Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him. 71
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Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tujuan dari hukum pidana ialah
untuk memenuhi rasa keadilan kemudian ditambahkan oleh para sarjana

hukum, tujuan hukum pidana adalah:>®

ora ampai melakukan
S Vanpann® '@%
v :3

preventie)

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

d) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

%6 W. Prodjodikoro, Op.,Cit, HIm. 27.
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Kejahatan dalam pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang
dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata

merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu

a dengan orang
i-ciri biologis,
eori-teori yang
criminal. Mka

dalam ha c i b Inya kejahatan,

preposisi dasar (a) bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang di
dalamnnya dan bentuk dari otak, (b) akal terdiri dari kemampuan atau
kecakapan, dan, (c) kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan

bentuk otak dan tengkorak kepala.*®

57 Zulkarnain S, Op.,Cit, him. 95
*% Ibid.,hlm. 99
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b. Teori Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku

kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada

melakukan pelanggaran. Pada dasarnya kegiatan ini sudah memberikan
kerugian terhadap pendapatan pabean dari Negara Indonesia yang mana
kegiatan penyelundupan tidak diantisipasi maka hal ini akan menjadi pengaruh
yang cukup signifikan terahdao pembangunan bangsa terutama dalam

penerimaan sumber pajak.

% bid.,him. 105
% Ibid.,hlm. 118
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Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa

Penyebab atau latar belakang terjadinya penyelundupan bawang ilegal di

wilayah hukum Polres Siak adalah banyaknya jalan-jalan perbatasan yang

pihak yang

bawang merah

ol
kehidupan suatu bangsa. .
berusaha menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada
sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan
nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat

yang adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.** Peyelundupan pada

dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan

81 | eden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1991, him.1
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impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan

pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan

Indonesia.

secara fisik,

uang negara

] target yang
etiap tahunnya di
erugian  akibat

lui jalur darat,

kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah
satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai
gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut

ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

%2 http://annisaapriliastory.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html
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1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada

aturan-aturan).

2. Masalah interprestasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan

dalam arti yang kurang menyolok atau perubahanperubahan yang terbatas dan
yang kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahanperubahan yang cepat

maupun yang berjalan dengan lambat sekali.®*

%% Soerjono Soekanto, Op.,Cit, him. 18
%4 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,
him. 66
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Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala yang normal, yang

pengaruhnya menjalar dengan cepat, antara lain berkat adanya komunikasi

yang modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat memang telah ada

epa sifatnya yang
adang-kadang

mengadakan

ubungan antara

aruh atas perilaku

Maksudnya adalah untuk mencari persoalan-persoalan yang mungkin timbul
dari adanya hubungan tadi, apabila ternyata terjadi ketegangan-ketegangan.®
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang

diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa modus

% Ibid., him. 67.
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operandi dalam penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres Siak

adalah

Berbagai macam.usaha dilakukan oleh para.pelaku penyelundupan, salah
satunya .dengan" cara..memasukkan.-barang hasil. seludupan melalui
pelabuhan terdekat, kemudian agar tidak membayar pungutan bea masuk,
salah satu modus yang sering digunakan pelaku ialah dengan melakukan
pemberitahuan pabean secara salah atau Pemberitahuan Impor Barang
(P1B) tidak sesuai dengan harang yang ada, misalnya didalam PIB tertulis
barang angkutan.kapal berisi minumantringan, buah-buahan, setelah
dilakukan pemeriksaan ternyata bawang illegal. Kemudian pemilik dari
bawang merah selundupan tersebut tidak diketahui, dikarenakan pemilik
hanya berkomunikasi dengan menggunakan handphone kepada pihak
yang akan mengangkutnya kemudian menyuruh untuk mengantarkannya
pada suatu tempat®

Selanjutnya wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny
Kurniawan selaku Tim Unit. Lipidter Sat.Reskrim Polres Siak menyatakan
bahwa maodus operandi dalam penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum

Polres Siak adalah

Tindakan penyelundupan bawang illegal ini dilakukan di pelabuhan-
pelabuhan kecil pada saat malam hari. Hal ini dilakukan oleh para pelaku
untuk menghindari adanya patroli aparat.. Selain itu penyelundupan
tersebut diketahui. tidak  ada pemilik aslinya ditempat hanya Kkurir
pengangkut saja, dan kurirpun tiak.mengetahui siapa pemilik asli dari
bawang yang mereka angkut ke suatu tempat, disebabkan kurir hanya
berkomunikasi lewat handphone untuk melakukan pengakutan bawang
merah tersebut.”’

% Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku
Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

67 Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat
Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021
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Kemudian Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto selaku tersangka
kasus bawang illegal menyatakan bahwa cara melakukan penyelundupan

bawang ilegal di wilayah Siak adalah adalah

Bawang yang diselundupkan tersebut dibawa dari Malaysia ke daerah
Siak ini dengan melewati pelabuhan tikus yang memang tidak diketahui
oleh aparat kepolisian ataupun pihak bea dan cukai. Bawang tersebut
sampai dipelabuhan. langsung: dimasukkan ke dalam colt diesel pada
waktu malam hati.®

Kemudian Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku
tersangka kasus bawang illegal menyatakan bahwa cara melakukan
penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak adalah

Tersangka mengangkut bawang merah tersebut pada hari Sabtu tanggal

23 Mei 2020 sekira-jam.01.00 Wib-di Kec. Sabak Auh Kab. Siak,

mengangkut bawang merah menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold

Diesel dengan nomor Polisi BK 9626 CO dengan Kepala warna kuning

bak warna kuning-tertutup terpal warna hijau. Bawang merah yang

diangkut tersebut tersangka muatdi-pelabuhan rakyat yang ada di daerah

Sabak Auh Kec. Sabak Auh Kab. Siak

Kemudian Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku

tersangka kasus bawang illegal menyatakan bahwa cara melakukan

penyelundupan bawang ilegal diwilayah Siak adalah

Penyelundupan bawang merah ini diangkut pada malam hari dengan
menggunakan 1 (satu) unit mobil Cold Diesel kemudian ditutup

menggunakan terpal warna biru.”

68 \Wawancara penulis dengan Suroso Alias Anto Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021
89 Wawancara penulis dengan Subari Alias Kentong Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
7 Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
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Kemudian Wawancara penulis dengan Bambang Hermanto Selaku

tersangka kasus bawang illegal menyatakan bahwa cara melakukan

penyelundupan bawang ilegal di wilayah Siak ada

a di daerah
colt diesel

aktu malam

(T
p—

e

ARNERSNA

o

1’ >iragih - Selaku

d
tersangk ‘ ra melakukan
penyelu '
7
“p" am hari dimana

pada pelabuhan

dengan harga yang rendah dari pasaran, dengan kata lain akan mengurangi
keuntungan penjualan. Sedangkan bawang yang dimasukkan secara ilegal lebih
mendapatkan keuntungan yang besar, dikarenakan tidak melakukan

pembayaran bea masuk bawang tersebut.

™ Wawancara penulis dengan Irawan Simbolon Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
72 \Wawancara penulis dengan Edi Saputra Siragih Selaku tersangka kasus bawang illegal, Pada
tanggal 16 Juli 2021.
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Modus operandi sering digunakan penegak hukum dalam membahas
kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan profiling pelaku kejahatan,

pelaksans
dilakuka

bagian ya

dengan fungsi dan

perundang-undang. Selain itu, ketelitian penegak hukum dalam menangkap dan
menggali informasi terjadinya kejahatan menjadi bagian yang tidak kalah

pentingnya dalam proses penegakan hukum.

"8 Fakhrulsyah Fildza Ristiono dan Agus Sriyanto, Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan
NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok, Artikel Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta,
2018, him. 30.
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Berlandaskan konstitusional UUD 1945, penyelenggaraan Negara
Indonesia adalah didasarkan pada konsep hukum. Sehingga peran hukum
dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata. Eksistensi
hukum memiliki peran yang.sangat penting-dalam kehidupan bermasyarakat,
karena keberadaan hukum merupakan parameter untuk keadilan, ketertiban,
ketentraman dan Kketertiban: |'Serta 'Sebagai sarana untuk  kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana penyelundupan memiliki peranan yang besar untuk menjamin
kepentingan masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan taraf
hidup yang berkelanjutan serta terjaminnya kepastian hukum.”

Berdasarkan pendapat dari Satjipto ' Raharjo, yang mana beliau
menegaskan pada intinya yaitu penegakan hukum adalah suatu upaya demi
terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
yang bisa dijadikan kenyataan. Demi mewujudkannya dibutuhkan suatu proses
yang mana penegakan hukum bisa atau dapat diselenggarakan oleh aparat-
aparat yang memiliki integritas tinggi untuk menjalankan setiap kepentingan
yang dimilinya sesuai dengan wewenang.yang telah ditetapkan.”

Secara kolektif maka penegakan hukum ini dinyatakan dengan adanya
hukum positif yang diberlakukan dan dijalankan dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan penegakan hukum haruslah dapat memberi suatu nilai keadilan
demi terjaminnya haknya seseorang. Pada dasarnya memang secara prosesnya

penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum

™ Ibid., him. 35-36.
" Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, him.15
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namun sudah seharusnya juga setiap orang mengikutinya. Penegakan Hukum
merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan agar bisa memberikan

suatu keadilan uku atu ketentuan dapat

“‘!‘\‘ .a“ ana yang
o
negara yang berkem : N seperti negara
Indonesia, perlu ditingka ra » 1 di setiap kegiatan
maupun kesadaran hak
dan kew: esadaran akan
hak dan egara bertanggung

am masyarakat,

Q‘ ana-suatu pembentukan hukum
merupakan juga suatu o\. |ni merupakan suatu tindakan
hukum di dalam tindakan pembentukan hukum dan sekaligus dalam penerapan
hukum dan pembentukan norma hukum. Biasanya penerapan norma hukum

yang lebih tinggi merupakan pembentukan norma hukum yang lebih rendah,
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yang dapatditentukan oleh norma-norma hukum tersebut. Misalnya, dalam
menyelenggarakan hukum atau juga dalam menerapkan hukum.”®

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

bantu. II : kan sangat ber 2 fat petugas hukum
(kepolisian,L Bea dan :‘ i | ‘: : atan) dalam upaya

mencapa ) arena um wajib pula

ilmu  kriminologi.

Kriminologi dapat menciptakan suatu upaya Yyang konkrit dalam
memberantas/menanggulangi terjadinya kejahatan (penyelundupan bawang
merah)

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping

’® Jogi Nainggolan, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2015, him. 160
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dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan
penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha

pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan, misalnya usaha penyehatan

dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa
pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju
kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang
diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya Kkegiatan

pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu,

" M. Ali Zaidan, Op. Cit., him.262.
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orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta
kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa
pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan
demi pelaksanaan pembangunan.®

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di
dunia, sebagai negara berkembang hdonesia sedang membenahi sektor-sektor
yang dianggap vital" yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu
Indonesia juga melaksanakan Pembangunan Nasional Jangka Panjang yang
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang

merata materiel dan spiritual.”

Negara dalam upayanya untuk mensejahterakan
rakyat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-
sumber dana bagi keuangan Negara. Adapun salah satu sumber dana tersebut,
berasal dari’ pungutan Bea dan pungutan-pungutan lain"yang sah. Dalam
pelaksanaannya pungutan tersebut antara lain dibebankan pada aparat
pemerintah tersendiri antara lain yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
berada di bawah naungan Kementrian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur
masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya
barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas
perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-

besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau

impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan

’® Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, 2000, him. 1
" Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1991, him.1
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lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara
Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar
maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang
berbagai macam antar satu-pulau dengan-pulau lain. maupun antar pulau di
wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Penegakan hukum dapat 'dilaksanakan. dengan mengadakan tindakan-
tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada
satu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain
mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi
agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kejahatan merupakan suatu
peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada
kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi-karena terdapatnya
ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan
tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya
manusia akan mematuhi norma dan perilaku. teratur yang ada sehingga
menimbulkan gangguan pada ketertibanidan ketentraman kehidupan manusia.®

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum

itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

8 Andi Hamzah, Op.,Cit, HIm. 47.
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upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.
Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan-normatif atau melakukan sesuatu
atau_tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan
hukum yang berlaku, berarti.dia'menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam 'arti sempit, “dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagal upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak
hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
kejahatan termasuk bidang_kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan
sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan dan upaya-upaya
untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Dilihat dalam arti luas
kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang
hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum
pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan
menggunakan sarana non penal dan sarana penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat

preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang
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dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.Meskipun demikian apabila
pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif yang berupa

pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang

pidana melalui
g-undangan pada
policy). Upaya

penal) lebih

.nﬁ ‘ N3 bagian dari  kebijakan

penegakan hukum (Law E

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang
diwakilkan dengan Firman selaku Penyidik menyatakan bahwa hambatan
dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di wilayah hukum Polres
Siak adalah

Sulitnya untuk menangkap pelaku penyelundupan meskipun barang

selundupannya ditangkap, fasilitas patroli yang belum maksimal
sehingga menyulitkan dalam melakukan patroli secara maksimal, Belum
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adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain dibeberapa

daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, kurang

optimalnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi
terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.®

Selanjutnya wawancara._penulis _dengan Randa. Soka dan Danny
Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Siak menyatakan
bahwa hambatan dalam _menanggulangipenyelundupan bawang ilegal di
wilayah hukum Polres Siak adalah

Sulitnya memyelidiki kasus penyelundupan dan mengejar pelaku
dikarenakan tersangka bukanlah pelaku utama, kurangnyanya kesadaran
hukum masyarakat dan sebagian masyarakat tidak memperdulikan
barang gelap yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah
sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena
banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang
berkualitas dengan harga murah.*

Hambatan yang dimaksud itupun muncul dalam penerapan kebijakan
kriminal tesebut. Karena pada hakekatnya manusia mempunyai pola tingkah
dan pikir yang berbeda, sehingga dalam menghadapi setiap perbuatan manusia
tersebut dapat melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Sudah merupakan
kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia sebagai makhluk
pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (zoon politicon).
Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya,

manusia punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama

lain, dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu

81 Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku
Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

82 Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat
Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021
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manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Berdasarkan uraian di atas
maka jelas bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang

terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan masyarakat tersebut

kaidah sosial/norma

menjadi

suatu peraturan yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, ternyata aturan tersebut tidak cukup untuk mencakup keseluruhan
persoalan pidana/kejahatan yang terjadi. Sehingga kendala-kendala yang

muncul seperti penyelundupan ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

8 Zaeni Asyhadie, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 1-2.
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Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa
upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara:

1. Pre-Emtif

e el 11

nya  suatu

adalah

da kesempatan

niatnya untuk

SR AL

: o
At T
s b
=
=

sudah dilakukan sehingga upaya yang dilakukan hanya dengan cara
penegakan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan penjatuhan sanksi
pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi)
pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri,

sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai
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salah satusarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa

perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum

pidana dalam upaya penanggulangannya.®*

negeri.
Fa end iraka - oduk luar negeri
tersebut erangsang atau

luar negeri untuk

Tindak pidana penye entu saja sangat merugikan
pemerintah dari segi
masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat
diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan
ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini

menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam

8 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 67
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kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang
mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta

pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui

atau pranata

an, ketertiban

aturan yang berlaku. s : dipakai yaitu penegakan hukum
sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan.
Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum menjadi kenyataan.

8 M, Ali Purwito, Kepabenanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Kajian
Hukum Fiskal FHUI, 2010,him.. 5
8 Harun Husein, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1991,

him. 56
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Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan
secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa-sarana pidana.maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi 'kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik "hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang:®’

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang
sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar
hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya
dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu
gejala  (“kurieren amsymptom”) dan bukan penyelesaian  dengan
menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini
juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri,
karena sanksi hukum pidana_bukanlah.obat (remedium) untuk mengatasi
sebabsebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/
akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah
merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar ‘“pengobatan

simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini

8 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him.
109
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masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan

keefektifannya.®®

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang

pintu masuknya bawang illegal yang merupakan tempat peluang utama

penyelundupan yaitu di pelabuhan tikus. Upaya represif yaitu melakukan

penindakan terhadap kasus penyelundupan bawang illegal.*

* Ibid., him. 72

8 Wwawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Siak yang diwakilkan dengan Firman selaku
Penyidik, Pada Tanggal 14 Juli 2021

% \Wawancara penulis dengan Randa Soka dan Danny Kurniawan selaku Tim Unit Tipidter Sat
Reskrim Polres Siak, Pada Tanggal 14 Juli 2021
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Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Penegakan hukum adalah.. proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum, dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide
dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.*

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan
menerapkan-perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi
hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebuit,
sedangkan menurut Satjipto Rahardio, penegakan hukum-adalah suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)
menjadi kenyataan.”® Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur
penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre
menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan

moral %

%! sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, him. 60
%2 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, him. 24.
% Soerjono Soekanto, Op.Cit, him. 3.
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Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan, bahwa penegakan
hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,
walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

demikian, sehingga pe ian " ement populer. Selain dari

keadilan (gerechtigkeit)®*

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa
upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi penyelundupan bawang ilegal di
wilayah hukum Polres Siak adalah upaya preventif yaitu memaksimalkan

pengawasan pintu utama atau pintu masuknya bawang illegal yang merupakan

% Sudikno Mertokusumo, Op.,Cit, him 134.
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tempat peluang utama penyelundupan vyaitu di pelabuhan tikus dengan
meningkatkan patroli terutama pada waktu malam hari, melakukan koordinasi
dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait masalah penyelundupan.

upaya represi
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

awang illegal,
nistrasi berupa
ang pada pihak-

tuk melakukan

Modus Operandi Penyelundupan Bawang llegal Di Wilayah Hukum
Polres Siak adalah dengan cara memasukkan barang hasil seludupan
melalui pelabuhan terdekat atau pelabuhan kecil pada saat malam hari.
Hal ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari adanya patrol

aparat, melakukan pemberitahuan pabean secara salah atau
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Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak sesuai dengan barang yang

ada .

3. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyelundupan

. Diharapkan kepada pihak aparat penegak hukum lebih meningkatkan
intensitas patroli di setiap wilayah perairan di Kabupaten Siak.
Khususnya di pelabuhan-pelabuhan dan jalur tikus (tidak resmi) yang
kurang diawasi oleh pihak berwenang serta menjalankan

ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten.
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3. Kepada Aparat Kepolisian diharapkan berperan aktif dan turut
mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana penyeludupan kembali,

dengan bersosialisasi dengan masyarakat untuk mendapatkan
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